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tentang
Provinsi

Indonesia
Negara

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4750);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah
diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun an tar entitas;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Lampiran
II Atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

KEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANATIDUNG,
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PERATURANBUPATITANATIDUNG
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BUPATITANATIDUNG
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Mengingat

Menimbang



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHDAERAH

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
ten tang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun
2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 11);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP berbasis
akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Kerangka konseptual, Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan, dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAPatas:
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan Akuntansi dalam SAP;dan
b. pengaturan yang lebih rind atas kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Pasa12

BABIl
KEBIJAKANAKUNTANSI

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meingkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode
maupun antar entitas.

10.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran /pengguna barang SKPD dan SKPKD yang wajib
menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada Entitas Pelaporan.



(1) Entitas Pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan yang
sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.LRA;

Pasal4

BABIII
PELAPORANKEUANGAN

(1) KebijakanAkuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2)huruf a terdiri dari:
a. KerangkaKonseptual KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah;
b. Penyajian Laporan Keuangan;
c. LRA;
d. LPSAL;
e. Neraca;
f. LO;
g. Laporan Arus Kas;
h. Laporan Perubahan Ekuitas;
1. Catatan atas Laporan Keuangan; dan
j. Konsolidasi Laporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) KebijakanAkuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b terdiri dari:
a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
b. Akuntansi Piutang;
c. Akuntansi Persediaan;
d. Akuntansi Investasi;
e. Akuntansi Properti Investasi;
f. Akuntansi AsetTetap;
g. Akuntansi Dana Cadangan;
h. Akuntansi AsetLainnya;
i. Akuntansi Kewajiban;
J. Akuntansi Ekuitas;
k. Akuntansi Pendapatan-LRA;
1. Akuntansi Pendapatan-LO;
m. Akuntansi Belanja;
n. Akuntansi Beban;
o. Akuntansi Transfer;
p. Akuntansi Pembiayaan; dan
q. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa13



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :
a. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2017 Nomor49);

b. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan lampiran II
atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 55);

c. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor33);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal5

BABIV
KETENTUANPENUTUP

b. LPSAL;
c. Neraca;
d.LO;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Entitas Akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
untuk Perangkat Daerah wajib menyusun laporan keuangan tahunan
yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. LRA;
b. LO;
c. Laporan Perubahan Ekuitas;
d. Neraca; dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) PPKD selaku BUD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang
sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. LRA;
b. LO;
c. Neraca;
d. Laporan Arus Kas;
e. LPSAL;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.



BERITA DAERAHKABUPATENTANATIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 40

Diundangkan di Tideng Pale
padatanggru 01 November 2023

r>.
SEKRETARdSDAERAHKABUPATENTANATIDUNG,

o

BUPATITANATIDUNG,

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 01 November 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6



76

IBRAHIM ALI

BUPATI TANA TIDUNG,

B. TANGGALEFEKTIF
1. Kebijakan Akuntansi iru berlaku efektif untuk laporan atas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran
2023.

akuntansi dan mengeliminasi akun-akun yang bersifat timbal-balik
agar dapat disajikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi korporat danl
atau merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, oleh karenanya
laporan keuangan BUMD tidak dikonsolidasi ke dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian laporan keuangan
BUMDdilampirkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

7. Hal-hal yang hams diungkapkan sehubungan dengan konsolidasi
laporan keuangan, adalah:
a. Kebijakan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah;
b. Entitas akuntansi yang digabungkan dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah;
c. Akun-akun yang memiliki hubungan timbal balik;
d. Hubungan konversi kode rekening BLUD dengan kode rekening

pemerintah daerah; dan
e. lnformasi penting lain yang dianggap perIu.
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BUPATI TANA TIDUNG,

peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang
besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran
guna membiayaiperistiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi asetjkewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan
atau nilai asetjkewajiban entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
a. Tidakmerupakan kegiatan normal dari entitas;
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d. Memilikidampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau

posisi asetjkewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar

biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.


